











Konflik di Laut Cina Selatan merupakan salah satu ancaman yang 
berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, dengan 
terganggunya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Konflik ini bermula 
ketika Cina menyatakan klaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan 
berdasarkan peta Nine Dash Line yang luasnya hampir meliputi 
keseluruhan Laut Cina Selatan. Klaim Cina tersebut menyebabkan 
munculnya reaksi yang cukup keras dari beberapa negara ASEAN yaitu 
Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang menganggap 
hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan 
wilayah dan dapat mengancam kepentingan nasional dari negara-negara 
tersebut. Cina mendasarkan klaim kepemilkannya atas Laut Cina 
Selatan berdasarkan landasan historis yang menyatakan bahwa sejak 
zaman Cina kuno, Laut Cina Selatan telah berada di bawah 
kekuasannya. Beberapa negara ASEAN menyatakan bahwa klaim yang 
didasarkan pada landasan historis tidak diakui dalam UNCLOS 1982. 







negara-negara ASEAN yang meletakkan UNCLOS 1982 sebagai dasar 
yuridis kepemilikan di Laut Cina Selatan.  
Indonesia sebagai salah satu negara yang wilayah perairannya berada 
di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut 
Cina Selatan tersebut. Sejak munculnya konflik kepemilikan atas Laut 
Cina Selatan, Indonesia selalu bertindak sebagai penengah bagi negara-
negara yang berkonflik atas kawasan tersebut. Namun saat ini Indonesia 
mulai ikut terseret dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan ketika 
Cina mulai memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta Nine Dash 
Line. Hal tersebut membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan 
Cina memanas. Situasi tersebut semakin memburuk ketika nelayan-
nelayan Cina mulai masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan Illegal 
Fishing di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Akibat insiden 
tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada 
Indonesia perihal tindakan nelayan-nelayannya yang menerobos masuk 
hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dilayangkannya 
nota protes tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang menolak 
mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan sekaligus menegaskan 
wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia.  
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Pemerintah Indonesia hendaknya mempercepat proses revisi 
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